
 

 

 
 

 
 
 

BUPATI KAPUAS 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
NOMOR 2 TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 6 

TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018-2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KAPUAS, 
 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 
264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten 
Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Kapuas Tahun 2018-2023; 
 

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana non alam 
(Nasional) seluruh wilayah Indonesia Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditegaskan dengan 
Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Non Alam;  
 

c. bahwa karena perubahan kebijakan mendasar berupa 
Peraturan Perundang-undangan seperti Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Presiden 
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Peraturan 
Menteri Dalam Negeri  Nomor  70  Tahun  2019  tentang  

Sistem  Informasi  Pemerintahan Daerah (SIPD); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 
tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
 

 

SALINAN 



 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023. 

   
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

 

 

 



 

 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang 
Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6632); 

22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10); 

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 

2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden 
nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan 

Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara tahun 2020 
nomor 259); 

24. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Non Alam; 



 

 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan 

evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1312); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi 
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat 

Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2010 Nomor 4); 

34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 

2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 81); 

 



 

 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 7); 

36. Peraturan Daerah  Kabupaten  Kapuas  Nomor 10 Tahun  
2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kapuas Tahun 2016 Nomor 33); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Kapuas Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kapuas Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 52); 

38. Peraturan Daerah  Kabupaten  Kapuas  Nomor 6 Tahun 
2019 tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kapuas tahun 2019 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 

Nomor 53). 

 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
 

dan 
 

BUPATI KAPUAS 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 6 TAHUN 
2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018-2023. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas 
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kapuas Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 53), diubah sebagai berikut:  

 
1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lampiran 

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 
 

2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Peraturan 
Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas. 
 

 
Ditetapkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal 25 Mei 2022 
 

               BUPATI KAPUAS, 
 

       ttd 
 

        BEN BRAHIM S. BAHAT 
 
Diundangkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal 25 Mei 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 
 
     ttd 
 

 SEPTEDY 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 2 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN 

TENGAH  : 01, 22/2022 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

PENJELASAN  
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

NOMOR 2 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 6 
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018-2023 

 

I.  UMUM 

 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam 
sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, 
jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan 
potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan 
daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan 
pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan 
kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan 
secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, 
berkeadilan dan berkelanjutan. 

 

Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan 
daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah 
berkewajiban menyusun dokumen perencanaan, yakni RPJPD, RPJMD, dan 
RKPD. Perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun 
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). 

 

RPJMD Kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah 
dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten, 
bahan penyusunan dan evaluasi RPJMD kabupaten, dengan memperhatikan 
tugas dan kewenangan kabupaten dalam mencapai sasaran pembangunan 
Provinsi yang termuat dalam RPJMD Provinsi, serta pedoman dalam menyusun 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam 
RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. 

 

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang 
RPJMD Tahun 2018-2023 adalah untuk:  
a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan 

pembangunan daerah;  
b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar ruang, 

antar waktu, maupun antar fungsi pemerintah;  
c) menjaminketerkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan. 
 

 
 
Dalam perjalanannya setelah RPJMD Kabupaten Kapuas ditetapkan 

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019, telah terbit 



 

 

beberapa kebijakan nasional dan perkembangan keadaan daerah yang 
mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. 

 
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang 

menyatakan behwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila : 
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan 

tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana 
pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang 
dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017; dan 

c. terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup 
terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial 
budaya, gangguan Keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan 
nasional. 

  
Kabupaten Kapuas melaksanakan perubahan RPJMD didasari dengan 

adanya perubahan yang mendasar, secara rinci hal yang menjadi dasar 
perubahan adalah sebagai berikut: 
1. Terjadinya Bencana non alam (Nasional) seluruh wilayah Indonesia 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditegaskan dengan 
Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 
Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana 
Non Alam. 

 
2. Adanya berbagai perubahan kebijakan mendasar berupa peraturan 

perundang-undangan pada tingkat nasional, antara lain: 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  70  Tahun  2019  Tentang  

Sistem  Informasi  Pemerintahan Daerah (SIPD); 
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah; dan 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan 

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang 
Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I  
Cukup Jelas. 
 

Pasal II 
Cukup Jelas. 
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